LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.407, 2015

Menimbang

KEUANGAN OJK. Audit Internal. Penyusunan
Piagam. Pembentukan. Pedoman. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5825)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 56 /POJK.04/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak
tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan
mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan
piagam Unit Audit Internal beralih dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa
Keuangan;

bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian
mengenai  pengaturan terhadap pembentukan dan
pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal, maka
peraturan mengenai Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang diterbitkan
sebelum terbentuknya toritas Jasa Keuangan perlu diubah

ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan peraturan
mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal dengan menetapkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT
AUDIT INTERNAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan
dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif,
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki
operasional perusahaan, melalui pendekatan yang
sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola perusahaan.

2. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau

Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.
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Pasal 2

Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dapat

ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan
Publik.

BAB 11
UNIT AUDIT INTERNAL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit

Internal.

Bagian Kedua
Struktur Dan Kedudukan

Pasal 4
Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor
internal atau lebih.
Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang
auditor internal, auditor internal dimaksud juga
bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat
kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan
Publik.

Pasal 5
Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan
oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada

direktur utama.
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(3) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi
persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit
Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam
menjalankan tugas, Direktur utama dapat
memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud,
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

(4) Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung

jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

Bagian Ketiga

Persyaratan Auditor Internal

Pasal 6

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki  integritas dan perilaku yang profesional,
independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan
tugasnya;

b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis
audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang
tugasnya;

c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya,;

d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi
baik lisan maupun tertulis secara efektif;

e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi
Audit Internal;

f. mematuhi kode etik Audit Internal,;

g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan
terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau penetapan atau putusan
pengadilan;

h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan

manajemen risiko; dan
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bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Bagian Keempat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pasal 7

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab

paling sedikit:

a.

menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal

tahunan;

.menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian

internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan

kebijakan perusahaan;

. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional,
sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan

kegiatan lainnya;

. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif

tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat

manajemen;

. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan

tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan

tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

. bekerja sama dengan Komite Audit;

h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan

audit internal yang dilakukannya; dan

. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Pasal 8

Unit Audit Internal mempunyai wewenang paling sedikit:

a.

mengakses seluruh informasi yang relevan tentang
perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;

melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi,
Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota

dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
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c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan

auditor eksternal.

BAB 1
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 9

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Audit

Internal yang paling sedikit memuat:

a. struktur dan kedudukan Unit Audit Internal,

b. tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;

c. wewenang Unit Audit Internal;

d. kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik
yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di
Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku
secara internasional;

e. persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal;

f. pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan

g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal
dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan
kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau

Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

Pasal 10
Piagam Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11
Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian
kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada

Otoritas Jasa Keuangan.
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BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;
C pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e pencabutan izin usaha;
f pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf
g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan

tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008 tanggal 28
November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal beserta Peraturan
Nomor IX.1.7 yang merupakan lampirannya, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY
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